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MOTTO 

 

“Kau tak akan pernah mampu menyebrangi lautan sampai kau berani berpisah dengan 

daratan.” 

= Christoper Colombus = 

 

“Jangan membandingkan dirimu dengan siapa pun di dunia ini. Kalau kau melakukannya, 

sama saja dengan menghina dirimu sendiri.” 

= Bill Gates = 

 

“Jadilah baik. Karena kapan pun kebaikan menjadi bagian sesuatu, ia akan membuatnya 

tampak semakin cantik. Tapi saat kebaikan itu hilang, ia hanya menyisakan noda.” 

= Nabi Muhammad = 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Alasan Pemilihan Judul 

Seiring berkembangnya dunia, persaingan dalam dunia perekonomian 

terutama di Indonesia semakin meningkat. Hal ini membuat berbagai instansi 

swasta maupun pelayanan publik diharapkan mampu memiliki manajemen dan 

sumber daya manusia yang terampil dan mempunyai kemampuan yang kuat di 

berbagai bidang. Kemajuan ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi 

berperan sangat penting dalam menunjang kegiatan perusahaan maupun instansi 

pemerintah. Sama halnya dengan persediaan Alat Tulis Kantor yang sangat 

berperang penting dalam kegiatan operasional perusahaan maupun instansi 

pemerintah. 

Pengelolaan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan asas 

fungsional, kepastian hukum, transparan dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, 

dan kepastian nilai. Barang Milik Daerah yang dikelola oleh Badan Pajak dan 

Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang berupa barang habis pakai dan barang 

berharga. Barang habis pakai yaitu barang yang hanya dapat digunakan sekali 

dalam pemakaiannya sedangkan barang berharga adalah barang cetakan yang 

mempunyai nilai nominal antara lain leges, formulir berharga, karcis, kartu, kupon 

dan sejenisnya yang digunakan sebagai sarana pemungutan pajak daerah, retribusi 

daerah dan lain-lain PAD yang sah sesuai tarif menurut Peraturan Daerah. Dalam 

Peraturan Bupati Lumajang Nomor 32 Tahun 2018 tentang benda berharga 

menimbang bahwa benda berharga yang digunakan sebagai sarana pemungutan 

pajak dan retribusi daerah harus dilakukan secara baik dan benar untuk 

mengoptimalkan hasil guna dari setiap kegiatan dalam penyelenggaraan 

Pendapatan Asli Daerah yang pemungutannya dilakukan melalui benda-benda 

berharga, maka perlu adanya usaha pengendalian secara terarah (Wati,YE, 

2016:2). 
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Korupsi yang paling sering terjadi di Indonesia salah satunya pada 

pengadaan barang dan jasa. Transparansi, efisien, efektif, terbuka dan bersaing 

adalah jawaban untuk mengurangi korupsi tersebut guna mencapai kualitas 

pemerintahan yang lebih baik, terutama dalam meningkatkan akuntabilitas. 

Sehingga hasilnya dapat di pertanggungjawabkan bagi kelancaran tugas 

pemerintah dan pelayanan masyarakat. Maka dari itu pengadaan barang dan jasa 

pada pemerintah selaku pengguna barang dan jasa sangat penting karena 

pemerintah membutuhkan barang/jasa untuk meningkatkan pelayanan publik dan 

sudah menjadi kebutuhan sehari-hari dalam menunjang operasional kantor Badan 

Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang. 

Persediaan alat tulis kantor (Persediaan Barang Habis Pakai) merupakan 

salah satu faktor penentu kelancaran kegiatan suatu lembaga. Kurangnya 

persediaan alat tulis  kantor dapat menghambat pelaksanaan kegiatan operasional 

setiap bidang di Badan Pajak dan Retibusi Daerah. Tanpa adanya alat tulis kantor 

yang memadai dan mencukupi takakan mungkin ada kinerja perkantoran dengan 

baik. Untuk menentukan ketersediaan barang harus dilakukan pencatatan secara 

manual kemudian dilakukan stock  opname setiap 3 bulan sekali untuk 

mencocokkan jumlah persediaan yang terdapat pada catatan manual dan jumlah 

fisik barang di tempat penyimpanan. 

Barang habis pakai terdiri dari Alat Tulis Kantor (ATK), barang cetak dan 

barang pembersih. Dalam pengelolaan barang habis pakai (ATK) dilakukan oleh 

penyimpan barang atau pengurus barang. Pengurus barang harus mencatat semua 

aktifitas dalam pengelolaan mulai dari barang diterima, barang dikeluarkan 

sampai dengan barang itu disalurkan kepada bagian-bagian yang memerlukan 

barang tersebut untuk dasar pembuatan laporan barang habis pakai. Pengelolaan 

barang habis pakai (ATK) sangat penting karena barang tersebut sangat 

dibutuhkan dan dibutuhkan oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten 

Lumajang. Pengelolaan barang habis pakai dilakukan untuk mengetahui 

ketersediaan stok barang yang keluar dan barang yang masih tersimpan didalam 

gudang untuk membandingkan berapa banyak barang yang sudah keluar dan stok 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


3 
 

barang yang masih tersisa, hal tersebut untuk mempermudah dalam pembuatan 

laporan bulanan. Jika dalam persediaan barang habis pakai (ATK) masih ada sisa 

stok barang maka untuk pembelian barang habis pakai (ATK) dikurangi 

pembeliannya begitupun juga sebalikkya, jika barang yang diperlukan masih 

kurang maka akan diadakan pengadaan barang untuk menambah stok barang.  

Secara umum dapat disimpulkan bahwa persediaan ATK terutama Barang 

Habis Pakai sangat penting untuk menunjang semua kegiatan operasional kantor 

Badan Pajak dan Retribusi Kabupaten Lumajang. Pengadaan ATK dilaksanakan 

setiap setahun sekali. Jika nilainya dibawah 200 juta itu hanya melalui non 

tender/Penunjukan Langsung (PL) atau melalui Lelang jika nilainya lebih dari 200 

juta. Prosedur pengadaan ATK pada awalnya dimulai dari perencanaan RKBU 

(Rencana Kebutuhan Barang Umum), selanjutnya masuk ke RKA (Rencana Kerja 

Anggaran), kemudian melalui pengadaan langsung dan barang akan diterima oleh 

pengurus bagian barang. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis akan melakukan pengamatan 

dalam penyelesaian tugas akhir yang berjudul “PROSEDUR PENGADAAN 

PERSEDIAAN ALAT TULIS KANTOR DENGAN METODE 

PENGADAAN LANGSUNG PADA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI 

DAERAH KABUPATEN LUMAJANG”. 

1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata 

1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata 

 Adapun tujuan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini meliputi : 

a. Mengetahui dan mempelajari secara langsung tentang pencatatan atau 

pengelolaan persediaan ATK di Badan Pajak dan Reribusi Daerah 

Kabupaten Lumajang. 

b. Membantu pelaksanaan kegiatan mengenai pencatatan persediaan dan 

pengeluaran ATK di Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten 

Lumajang dengan mencatat permintaan per bidang ke nota dinas lalu 
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direkap di kartu stok barang per tahun dan kemudian di input ke 

komputer. 

1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata 

a. Dapat menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman di dunia 

kerja dengan terjun langsung dan ikut membantu melaksanakan 

kegiatan pencatatan persediaan ATK di Badan Pajak dan Rertibusi 

Daerah Kabupaten Lumajang. 

b. Dapat mengenal ruang lingkup yang akan dihadapi dilapangan kerja 

nantinya. 

1.3 Identifikasi Permasalahan 

Penulis mengidentifikasi masalah yang terjadi di Badan Pajak dan 

Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang selama melakukan kegiatan Praktek Kerja 

Nyata yang terjadi di persediaan, yaitu: 

a. Jumlah persediaan ATK terkadang sangat minim dengan jumlah 

kebutuhan setiap Bidang yang sangat banyak. Seperti persediaan kertas 

yang setiap harinya dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan di dalam 

BPRD. 

b. Penghitungan persediaan (stok  opname) masih manual sehingga 

membutuhkan waktu lama untuk mencokkan hasil saldo akhir di bulan 

sebelumnya. 

1.4 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Praktek Kerja Nyata 

1.4.1 Obyek Praktek Kerja Nyata 

Obyek pelaksanaan praktek kerja nyata dilaksanakan di Badan Pajak dan 

Retibusi Daerah Kabupaten Lumajang, yang berlokasi di Jalan Cokro Sujono No. 

6 Lumajang. 
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1.4.2 Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

Praktek Kerja Nyata dilaksanakan dalam jangka waktu 30 hari yang 

dilaksanakan pada tanggal 04 Maret 2019 s.d 05 April 2019. Pelaksanaan Praktek 

Kerja Nyata disesuaikan dengan hari dan jam kerja Badan Pajak dan Retribusi 

Daerah Kabupaten Lumajang, yaitu: 

Senin s.d Kamis 07.30 WIB s.d 15.30 WIB 

Jumat 08.00 WIB s.d 15.00 WIB 

Sabtu s.d Minggu Libur 

 

Tabel 1.1 : Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

NO KEGIATAN 
MINGGU KE 

I II III IV V 

1 
Perkenalan dan penempatan obyek Praktek 

Kerja Nyata 
√         

2 

Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan 

oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah 
√ √ √ √ √ 

3 

Mencatat dan mengumpulkan data yang 

akan digunakan dalam penyusunan laporan 

Praktek Kerja Nyata 

  √ √ √ √ 

4 

Mengadakan konsultasi dengan dosen 

pembimbing 
  √       

5 Menyusun Laporan Praktek Kerja Nyata   √ √ √ √ 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Prosedur dan Persediaan 

2.1.1 Pengertian Prosedur 

Mulyadi (2016:4), prosedur adalah suatu urutan kegiatan krelikal,biasanya 

melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk 

menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-

ulang. Kegiatan klerikal (clerical operation) terdiri dari kegiatan berikut ini yang 

dilakukan untuk mencatat informasi dalam formulir, buku jurnal, dan buku besar: 

1. Menulis; 

2. Menggandakan; 

3. Menghitung; 

4. Memberi kode; 

5. Mendaftar; 

6. Memilih (menyortasi); 

7. Memindah; 

8. Membandingkan. 

2.1.2 Manfaat Prosedur 

Suatu prosedur dapat memberikan beberapa manfaat menurut Mulyadi 

(2013:15) diantaranya : 

1. Lebih memudahkan dalam langkah-langkah kegiatan yang akan datang. 

2. Mengubah pekerjaan yang berulang ulang menjadi rutin dan terbatas,sehingga 

menyederhanakan pelaksanaan dan untuk selanjutnya mengerjakan yang 

perlunya saja. 

3. Adanya suatu petunjuk atau program kerja yang jelas dan harus dipatuhi oleh 

seluruh pelaksana. 
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4. Membantu dalam usaha meningkatkan produktivitas kerja yang efektif dan 

efisien. 

5. Mencegah terjadinya penyimpangan dan memudahkan dalam pengawasan, 

bila terjadi penyimpangan akan dapat segera diadakan perbaikan-perbaikan 

sepanjang dalam tugas dan fungsinya masing-masing. 

2.1.3 Karakteristik Prosedur 

Berikut ini adalah beberapa karakteristik prosedur menurut Mulyadi 

(2013:8), diantaranya adalah : 

1. Prosedur menunjang tercapainya tujuan organisasi. 

2. Prosedur mampu menciptakan adanya pengawasan yang baik dan 

menggunakan biaya yang seminimal mungkin. 

3. Prosedur menunjukan urutan-urutan yang logis dan sederhana. 

4. Prosedur menunjukan adanya penetapan keputusan dan tanggung jawab. 

5. Prosedur menunjukan tidak adanya keterlambatan atau hambatan. 

2.1.4 Pengertian Sistem Akuntansi 

 Menurut Mulyadi (2016:3), sistem akuntansi adalah organisasi formulir, 

catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan 

informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan 

pengelolaan perusahaan. Dari definisi sistem akuntansi tersebut, unsur suatu 

sistem akuntansi pokok adalah formulir, catatan yang terdiri dari jurnal, buku 

besar dan buku pembantu, serta laporan. Berikut ini pengertian setiap unsur sistem 

akuntansi sebagai berikut: 

1. Formulir 

Formulir merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya 

transaksi.Dengan formulir ini, data yang terkait dengan transaksi direkam 

pertama kalinya sebagai dasar pencatatan dalam catatan. Contoh formulir 

adalah: faktur penjualan, bukti kas keluar, dan cek. 
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2. Jurnal 

Jurnal merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk mencatat, 

mengklasifikasikan, dan meringkas data keuangan dan data lainnya. Dalam 

jurnal ini data keuangan untuk pertama kalinya diklasifikasikan menurut 

penggolongan yang sesuai dengan informasi yang akan disajikan dalam 

laporan keuangan. Contoh jurnal adalah jurnal penerimaan kas, jurnal 

pembelian, jurnal penjualan, dan jurnal umum. 

3. Buku Besar 

Buku besar (general ledger) terdiri dari akun-akun yang digunakan untuk 

meringkas data-data keuangan yang telah dicatat sebelumnya dalam jurnal. 

Akun-akun dalam buku besar ini disediakan sesuai dengan unsur-unsur 

informasi yang akan disajikan dalam laporan keuangan. 

4. Buku Pembantu 

Buku pembantu (subsidiary ledger) terdiri dari akun-akun pembantu yang 

merinci data keuangan yang tercantum dalam akun tertentu dalam buku 

besar.buku besar dan buku pembantu merupakan catatan akuntansi akhir 

(books of final entry), yang berarti tidak ada catatan akuntansi lain lagi 

sesudah data akuntansi diringkas dan digolongkan dalam akun buku besar dan 

buku pembantu. 

5. Laporan  

Laporan berisi informasi yang merupakan keluaran (output) sistem akuntansi. 

Laporan dapat berupa laporan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan 

ekuitas.  
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2.1.5 Simbol Pembuatan Bagan Alir Dokumen 

Simbol Keterangan 

 

 

 

Dokumen. Simbol ini digunakan untuk menggambar 

semua jenis dokumen yang merupakan formulir yang 

digunakan untuk merekam data terjadinya suatu 

transaksi. 

 

 

 

 

Dokumen dan tembusannya. Simbol ini digunakan 

untuk menggambarkan dokumen asli dan tembusannya. 

Nomor lembar dokumen dicantumkan di sudut kanan 

atas. 

 

 

 

 

 

Berbagai dokumen. Simbol ini digunakan untuk 

menggambarkan berbagai jenis dokumen yang 

digabungkan bersama di dalam satu paket. Nama 

dokumen dituliskan di dalam setiap simbol dan nomor 

lembar dokumen dicantumkan di sudut kanan atas 

simbol dokumen yang bersangkutan. 

 

 

 

 

Cantatan. Simbol ini digunakan untuk menggambarkan 

catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat data 

yang direkam sebelumnya didalam dokumen atau 

formulir. 

 

 

 

Penghubung pada halaman yang sama (on-page 

connector). Dalam menggambarkan bagan alir, arus 

dokumen dibuat mengalir dari atas kebawah dan dari kiri 

ke kanan. 

 

 

 

 

 

Akhir arus dokumen dan mengarahkan pembaca ke 

simbol penghubung halaman yang sama yang bernomor 

seperti yang tercantum di dalam simbol tersebut 

 

      1 

Faktur      2 

Surat Muat   2 

SOP        2 

Faktur           2 

Penjualan 

1 
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Awal arus dokumen yang berasal dari simbol 

penghubung halaman yang sama, yang bernomor seperti 

yang tercantum di dalam simbol tersebut. 

 

 

 

Penghubung pada halaman yang berbeda (off-page 

connector). Jika untuk menggambarkan bagan alir suatu 

sitem akuntansi diperlukan lebih dari satu halaman, 

simbol ini harus digunakan untuk menunjukkan, ke 

mana dan bagaimana bagan alir terkait satu dengan 

lainnya. 

 

 

 

Kegiatan manual. Simbol ini digunakan untuk 

menggambarkan kegiatan manual seperti: menerima 

order dari pembeli, mengisi formulir, membandingkan, 

dan memeriksa berbagai jenis kegiatan klerikal yang 

lain. 

 

 

 

Keterangan, komentar. Simbol ini memungkinkan ahli 

sistem menambahkan keterangan untuk memperjelas 

pesan yang disampaikan dalam bagan alir. 

 

 

 

Arsip sementara. Simbol ini digunakan untuk 

menunjukkan tempat penyimpanan dokumen, seperti 

lemari arsip dan kotak arsip. Untuk menunjukkan urutan 

pengarsipan dokumen digunakan simbol berikut ini: 

A = menurut abjad 

N = menurut nomor urut 

T = kronologis, menurut tanggal 

 

 

 

Arsip sementara. Simbol ini digunakan untuk 

menggambarkan arsip permanen yang merupakan 

tempat penyimpanan dokumen yang tidak akan diproses 

lagi dalam sitem akuntansi. 

 

1 
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On-line computer process. Simbol ini menggambarkan 

pengolahan data dengan komputer secara on-line. 

 

 

 

Keying (typing verifying). Simbol ini menggambarkan 

pemasukan data ke dalam komputer melalui on-line 

terminal. 

 

 

 

Pita magnetic (magnetic tape). Simbol ini 

menggambarkan arsip komputer yang berbentuk pita 

magnetik. 

 

 

 

On-line storage. Simbol ini menggambarkan arsip 

komputer yang berbentuk on-line (di dalam memori 

komputer). 

 

                     Ya 

 

             Tidak 

 

Keputusan. Simbol ini menggambarkan keputusan 

yang harus dibuat dalam proses pengolahan data. 

 

 

 

Garis alir (flowline). Simbol ini menggambarkan arah 

proses pengolahan data. Anak panah tidak digambarkan 

jika arus dokumen mengarah kebawah dan ke kanan. 

 

 

 

Persimpangan garis alir. Jika dua garis alir 

bersimpangan, untuk menunjukkan arah masing-masing 

garis, salah satu garis dibuat sedikit melengkung tepat 

pada persimpangan ke dua garis tersebut. 

 

 

 

Pertemuan garis alir. Simbol ini digunakan jika dua 

garis alir bertemu dan salah satu garis mengikuti arus 

garis lainnya. 

 

 

 

Mulai/berakhir (terminal). Simbol ini untuk 

menggambarkan awal dan akhir suatu sistem akuntansi. 
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Dari pemasok 

 

 

Masuk ke sistem. Karena kegiatan di luar sistem tidak 

perlu digambarkan dalam bagan alir, maka diperlukan 

simbol untuk menggambarkan masuk ke sistem yang 

digambarkan dalam bagan alir. 

 

 

 

Ke sistem penjualan 

Keluar ke sistem lain. Karena kegiatan di luar sistem 

tidak perlu digambarkan dalam bagan alir, maka 

diperlukan simbol untuk menggambarkan keluar ke 

sistem lain. 

 

2.1.6 Perbedaan Prosedur dan Sistem  

 Mulyadi (2016:4), sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat 

menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. 

Sedangkan prosedur adalah suatu urutan kegiatan krelikal,biasanya melibatkan 

beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin 

penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. 

Dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa suatu sistem terdiri dari 

jaringan prosedur, sedangkan prosedur merupakan urutan kegiatan Klerikal 

(clerical operation). 

2.2 Persediaan 

2.2.1 Pengertian Persediaan 

 Dalam PSAP No. 5 Paragraf 4 dijelaskan bahwa persediaan adalah aset 

lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk 

mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang 

dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada 

masyarakat (Erlina, dkk, 2015:217). 

Menurut Martani (2012:245) Persediaaan merupakan salah satu aset yang 

penting bagi suatu entitas baik bagi perusahaan ritel, manufaktur, jasa, maupun 

entitas lainnya. PSAK 14 (revisi 2008) mendefinisikan persediaan sebagai aset 
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yang (i) tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa; (ii) dalam proses 

produksi untuk penjualan tersebut; (iii) dalam bentuk bahan atau perlengkapan 

(supplies) untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. 

2.2.2 Metode Biaya Persediaan 

1. Metode FIFO (first-in, first-out)Metode Masuk-Pertama, Keluar-Pertama 

Saat metode FIFO dari biaya persediaan digunakan, biaya dimasukkan dalam 

beban pokok penjualan dengan urutan yang sama saat biaya tersebut terjadi. 

Metode FIFO sering konsisten dengan arus fisik atau pergerakan barang. Oleh 

karena itu, metode FIFO memberikan hasil yang kurang lebih sama dengan hasil 

yang diperoleh dari dalam persediaan. 

2. Metode LIFO (last-in, first-out) Metode Masuk-Terakhir, Keluar-Pertama 

Saat metode LIFO digunakan dalam system persediaan perpetual, biaya unit 

yang terjual merupakan biaya dari pembelian yang terakhir. Penggunaan metode 

LIFO awalnya dibatasi pada situasi yang sangat jarang di mana unit yang terjual 

diambil dari barang yang diperoleh paling akhir. Tetapi, untuk tujuan perpajakan, 

saat ini metode LIFO banyak digunakan meskipun metode ini tidak 

mencerminkan arus fisik unit. 

3. Metode Rata-Rata Tertimbang (weighted average inventory cost flow method) 

Saat metode ini digunakan dalam system persediaan perpetual, biaya unit 

rata-rata tertimbang dihitung setiap ada pembelian yang dilakukan. Biaya unit ini 

digunakan untuk menentukan beban pokok penjualan sampai pembelian 

berikutnya dilakukan dan nilai rata-rata baru dihitung. Teknik ini disebut rata-rata 

bergerak (moving average). 

2.3 Klasifikasi Persediaan 

 Direktorat Jendral Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri (2014), 

suatu aset dapat diklasifikasikan sebagai persediaan manakala aset tersebut 

memenuhi salah satu kriteria berikut. 
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1. Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan 

operasional pemerintah, yang mana termasuk dalam kelompok ini adalah 

barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti 

komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen 

bekas. 

2. Bahan atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan dalam proses 

produksi. Persediaan dalam kelompok ini meliputi bahan yang digunakan 

dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, dan 

lain-lain. 

3. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau 

diserahkan kepada masyarakat. Contoh persediaan yang termasuk dalam 

kelompok ini adalah alat-alat pertanian setengah jadi. 

4. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam 

rangka kegiatan pemerintahan, misalnya hewan atau tanaman. 

Menurut PSAP No. 5 Paragraf 10, persediaan dapat meliputi: 

a. Barang konsumsi 

b. Amunisi 

c. Bahan untuk pemeliharaan 

d. Suku cadang 

e. Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga 

f. Pita cukai dan leges 

g. Bahan baku 

h. Barang dalam proses 

i. Tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat 

j. Hewan/tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat 

2.4 Pengertian Pengadaan Barang/Jasa 

 Pengadaan merupakan proses kegiatan untuk memenuhi atau menyediakan 

kebutuhan sebagai pemasok barang atau jasa yang telah habis dibawah kontrak 

atau pembelian langsung. Pengadaan barang sangat penting dalam mambantu 

kegiatan operasional perusahaan. 
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 Menurut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Bab I Pasal 1 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut pengadaan 

Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh 

Kementrian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang 

prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil 

pekerjaan. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bertugas 

mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah. 

Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah Pejabat Fungsional yang 

diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang 

berwenang untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa. Penyedia dari 

Barang/Jasa Pemerintah merupakan pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa 

berdasarkan kontrak. 

 Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang 

berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan 

berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik 

Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, 

menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Beberapa 

metode yang bisa dipilih dalam penyedia barang/jasa sebagai berikut: 

1. Pembelian secara elektronik (E-purchasing) adalah tata cara pembelian 

barang/jasa melalui sistem katalog elektronik. 

2. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia 

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya. 

3. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa 

Konsultansi. 

4. Tender/Seleksi Internasional adalah pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan 

peserta pemilihan dapat berasal dari pelaku usaha nasional dan pelaku usaha 

asing. 

5. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia 

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan 

tertentu. 
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6. Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya adalah 

metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan 

Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua 

ratus juta rupiah). 

7. Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi adalah metode pemilihan untuk 

mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak 

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 

2.4.1 Tujuan Pengadaan Barang/Jasa 

 Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Bab II bagian 

kesatu Pasal 4, Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk: 

1. Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, 

diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia; 

2. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;  

3. Meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;  

4. Meningkatkan peran pelaku usaha nasional;  

5. Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil 

penelitian;  

6. Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;  

7. Mendorong pemerataan ekonomi; dan 

8. Mendorong Pengadaan Berkelanjutan. 

2.4.2 Prinsip Pengadaan Barang/Jasa 

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Bab II bagian ke 

tiga pasal 6, Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut: 

1. Efisien 

Efisien maksudnya adalah pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan 

menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang 

ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Dengan istilah lain, efisien artinya dengan 
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menggunakan sumber daya yang optimal dapat diperoleh barang/jasa dalam 

jumlah, kualitas, waktu sebagaimana yang direncanakan. Langkah-langkah 

yang perlu dilakukan agar pengadaan barang/jasa supaya efisien adalah: 

a. Penilaian kebutuhan, apakah suatu barang/jasa benar-benar diperlukan 

oleh suatu instansi pemerintah; 

b. Penilaian metode pengadaan harus dilakukan secara tepat sesuai kondisi 

yang ada. Kesalahan pemilihan metode pengadaan dapat mengakibatkan 

pemborosan biaya dan waktu; 

c. Survey harga pasar sehingga dapat dihasilkan HPS (Harga Perkiraan 

Sendiri) dengan harga yang wajar; 

d. Evaluasi dan penilaian terhadap seluruh penawaran dengan memilih nilai 

value for money yang terbaik; dan 

e. Dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa harus diterapkan prinsip-

prinsip dasar lainnya. 

2. Efektif 

Efektif artinya dengan sumber daya yang tersedia diperoleh barang/jasa yang 

mempunyai nilai manfaat setinggi-tingginya. Manfaat setinggi-tingginya 

dalam uraian di atas dapat berupa: 

a. Kualitas terbaik; 

b. Penyerahan tepat waktu; 

c. Kuantiutas terpenuhi; 

d. Mampu bersinergi dengan barang/jasa lainnya; dan 

e. Terwujudnya dampak optimal terhadap keseluruhan pencapaian 

kebijakan atau program. 

Dengan penerapan prinsip efektif maka pengadaan barang/jasa harus sesuai 

dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang 

sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. 

3. Transparan 

Transparan adalah pemberian informasi yang lengkap kepada seluruh calon 

peserta yang disampaikan melalui media informasi yang dapat menjangkau 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


18 
 

seluas-luasnya dunia usaha yang diperkirakan akan ikut dalam proses 

pengadaan barang/jasa. Setelah informasi didapatkan oleh seluruh calon 

peserta, harus diberikan waktu yang cukup untuk mempersiapkan respon 

pengumuman tersebut. 

4. Terbuka dan Bersaing 

Terbuka dan bersaing artinya pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi 

penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui 

persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan 

memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang 

jelas dan transparan. Persaingan sehat merupakan prinsip dasar yang paling 

pokok karena pada dasarnya seluruh pengadaan barang dan jasa harus 

dilakukan berlandaskan persaingan yang sehat. Prinsip terbuka adalah 

memberikan kesempatan kepada semua penyedia barang/jasa yang kompeten 

untuk mengikuti pengadaan. Persaingan sehat dan terbuka (open and efektive 

competition) adalah persaingan sehat akan dapat diwujudkan apabila 

Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan terbuka bagi seluruh calon penyedia 

barang/jasa yang mempunyai potensi untuk ikut dalam persaingan. 

5. Adil 

Adil/tidak diskriminatif maksudnya adalah pemberian perlakuan yang sama 

terhadap semua calon yang berminat sehingga terwujud adanya persaingan 

yang sehat dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak 

tertentu dengan dan atau alasan apapun. 

6. Akuntabel 

Akuntabel berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun 

manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan 

pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang 

berlaku dalam pengadaan barang dan jasa. Akuntabel merupakan 

pertanggungjawaban pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa kepada para pihak 

yang terkait dan masyarakat berdasarkan etika, norma dan ketentuan 

peraturan yang berlaku. 
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Beberapa hal yang harus diperhatikan sehingga Pengadaan Barang/Jasa 

akuntabel adalah: 

a. Adanya arsip dan pencatatan yang lengkap; 

b. Adanya suatu sistem pengawasan untuk menegakkan aturan-aturan; 

c. Adanya mekanisme untuk mengevaluasi, mereview, meneliti dan 

mengambil tindakan terhadap protes dan keluhan yang dilakukan oleh 

peserta.  

2.4.3 Etika Pengadaan Barang/Jasa 

 Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Bab II bagian 

keempat pasal 7 ayat (1), semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa 

memmatuhi etika sebagai berikut: 

1. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk 

mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;  

2. Bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang 

menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan 

Pengadaan Barang/Jasa; 

3. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang 

berakibat persaingan usaha tidak sehat;  

4. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan 

sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait; 

5. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang 

terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat 

persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa; 

6. Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;  

7. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan  

8. Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi 

atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada 

siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan 

Barang/Jasa. 
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2.4.4 Komponen yang Terkait Sistem Pengadaan Barang 

Menurut Mulyadi (2016:244), fungsi yang terkait dalam sistem pengadaan 

barang/jasa adalah sebagai berikut:  

1. Fungsi Gudang 

Fungsi gudang bertanggung jawab untuk mengajukan permintaan pembelian 

sesuai dengan posisi persediaan yang ada di gudang dan untuk menyimpan 

barang yang telah diterima oleh fungsi penerimaan. 

2. Fungsi Pembelian 

Fungsi pembelian bertanggung jawab untuk memperoleh informasi mengenai 

harga barang, menentukan pemasok yang dipilih dalam pengadaan barang, 

dan mengeluarkan order pembelian kepada pemasok yang dipilih. 

3. Fungsi Penerimaan 

Fungsi penerimaan bertanggung jawabuntuk melakukan pemeriksaan 

terhadap jenis, mutu, dan kuantitas barang yang diterima dari pemasok guna 

menentukan apakah barang tersebut dapat diterima atau tidak oleh 

perusahaan. 

4. Fungsi Akuntansi 

Fungsi yang terkait dalam transaksi pembelian adalah fungsi pencatat utang 

dan fungsi pencatat persediaan. Fungsi pencatat utang bertanggung jawab 

untuk mencatat transaksi pembelian ke dalam register bukti kas keluar dan 

untuk dan untuk menyelenggarakan arsip dokumen sumber (bukti kas keluar) 

yang berfungsi sebagai catatan utang atau menyelenggarakan kartu utang 

sebagai buku pembantu utang. Fungsi pencatat persediaan bertanggung jawab 

untuk mencatat harga pokok persediaan barang yang dibeli ke dalam kartu 

persediaan. 

Secara garis besar transaksi pembelian mencakup prosedur berikut ini: 

a. Fungsi gudang mengajukan permintaan pembelian ke fungsi pembelian. 

b. Fungsi pembelian meminta penawaran harga dari berbagai pemasok. 

c. Fungsi pembelian menerima penawaran harga dari berbagai pemasok dan 

melakukan pemilihan pemasok. 
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d. Fungsi pembelian membuat order pembelian kepada pemasok yang 

dipilih. 

e. Fungsi penerimaan memeriksa dan menerima barang yang dikirim oleh 

pemasok. 

f. Fungsi penerimaan menyerahkan barang yang diterima kepada fungsi 

gudang untuk disimpan. 

g. Fungsi penerimaan melaporkan penerimaan barang kepada fungsi 

akuntansi. 

h. Fungsi akuntansi menerima faktur tagihan dari pemasok dan atas dasar 

faktur dari pemasok tersebut. 

i. Fungsi akuntansi menerima faktur tagihan dari pemasok dan atas dasar 

faktur dari pemasok tersebut, fungsi akuntansi mencatat kewajiban yang 

timbul dari transaksi pembelian. 

2.4.5 Wewenang dalam Pemilihan Pemasok 

Menurut Mulyadi (2016:245), jenjang wewenang dalam pemilihan 

pemasok dibagi menjadi sebagai barikut: 

1. Sistem Akuntansi Pembelian dengan Pengadaan Langsung 

Dalam sistem akuntansi pembelian ini, pemasok dipilih langsung oleh fungsi 

pembelian, tanpa melalui penawaran harga. Biasanya pembelian dengan 

pengadaan langsung ini meliputi jumlah rupiah yang kecil dalam sekali 

pembelian. 

2. Sistem Akuntansi Pembelian dengan Penunjukan Langsung 

Dalam sistem akuntansi pembelian ini, pemilihan pemasok dilakukan oleh 

fungsi pembelian, dengan terlebih dahulu dilalukan pengiriman permintaan 

penawaran harga kepada paling sedikit tiga pemasok dan didasarkan pada 

pertimbangan harga penawaran dari para pemasok tersebut. 

3. Sistem Akuntansi Pembelian dengan Lelang 

Dalam sistem akuntansi pembelian ini, pemilihan pemasok dilakukan oleh 

panitia lelang yang dibentuk, melalui lelang yang diikuti oleh pemasok yang 

jumlahnya terbatas. Prosedur pemilihan pemasok dengan lelang ini dilakukan 

melalui beberapa tahap berikut ini: 
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a. Pembuatan rerangka acuan (terms of reference) yang berisi uraian rinci 

jenis, spesifikasi dan jumlah barang yang akan dibeli melalui lelang. 

b. Pengiriman rerangka acuan kepada para pemasok untuk kepentingan 

pengajuan penawaran harga. 

c. Penjelasan kepada para pemasok mengenai rerangka acuan tersebut. 

d. Penerimaan penawaran harga dengan dilampiri berbagai persyaratan 

lelang oleh para pemasok dalam amplop tertutup. 

e. Pembukaan amplop penawaran harga oleh panitia lelang di depan para 

pemasok. 

f. Penetapan pemasok yang dipilih (pemenang lelang) oleh panitia lelang. 

2.4.6 Dokumen yang Digunakan 

Dokumen yang digunakan dalam system akuntansi pengadaan atau 

pembelian barang/jasa menurut Mulyadi (2016:246) adalah sebagai berikut: 

a. Surat Permintaan Pembelian 

Dokumen ini merupakan formulir yang diisi oleh fungsi gudang atau fungsi 

pemakai barang untuk meminta fungsi pembelian melakukan pembelian 

barang dengan jenis, jumlah, dan mutu seperti yang tersebut dalam surat 

tersebut. 

b. Surat Permintaan Penawaran Harga 

Dokumen ini digunakan untuk meminta penawaran harga bagi barang yang 

pengadaannya tidak bersifat berulang (tidak repetitif), yang menyangkut 

jumlah rupiah pembelian yang besar. 

c. Surat Order Pembelian 

Dokumen ini digunakan untuk memesan barang kepada pemasok yang telah 

dipilih. 

d. Laporan Penerimaan Barang 

Dokumen ini dibuat oleh fungsi penerimaan untuk menunjukkan bahwa 

barang yang diterima dari pemasok telah memenuhi jenis, spesifikasi, mutu, 

dan kuantitas seperti yang tercantum dalam surat order pembelian. 
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e. Surat Perubahan Order 

Kadangkala diperlukan perubahan terhadap isi surat order pembelian yang 

sebelumnya telah diterbitkan. Perubahan tersebut dapat berupa perubahan 

kuantitas, jadwal penyerahan barang, spesifikasi, penggantian (substitusi) 

atau hal lain yang bersangkutan dengan perubahan desain atau bisnis. 

f. Bukti Kas Keluar 

Dokumen ini dibuat oleh fungsi akuntansi untuk dasar pencatatan transaksi 

pembelian. Dokumen ini juga berfungsi sebagai perintah pengeluaran kas 

untuk pembayaran utang kepada pemasok dan yang sekaligus berfungsi 

sebagai surat pemberitahuan kepada kreditur mengenai maksud pembayaran. 
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BAB III 

GAMBARAN UMUM OBYEK PKN 

 

3.1 Sejarah Singkat 

 Sehubungan dengan peraturan pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah, dimana terdapat perubahan kelembagaan yang sebelumnya 

adalah urusan keuangan dan pajak daerah yang terpusat di satu SKPD yaitu, 

DPKAD (Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Lumajang. 

Akan tetapi pada bulan Januari 2017 terjadi perubahan kewenangan lembaga yang 

menangani pajak daerah yaitu Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) 

Kabupaten Lumajang. 

 Kantor baru yang ditempati Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten 

Lumajang bertempat di Jalan Cokro Sujono No. 6 Lumajang. Kantor tersebut 

merupakan rumah dinas Kepala DPRD Kabupaten Lumajang yang sudah tidak 

ditempati lagi. Namun tempat itu telah dibangun kembali dan diperbaharui 

sehingga menjadi kantor BPRD yang baru, dan mulai beroperasi pada tanggal 3 

April 2017 sampai sekarang. 

 Badan Pajak dan Retribusi Daerah di bentuk berdasarkan Peraturan Bupati 

Lumajang Nomor 85 Tahun 2016 tanggal 10 November 2016.Badan Pajak dan 

Retribusi Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan daerah di 

bidang keuangan.Badan Pajak dan Retribusi Daerah dipimpin oleh Kepala Badan 

yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui 

Sekretaris Daerah. Susunan organisasi Badan Pajak dan Retibusi Daerah terdiri 

atas : 

1. Badan Pajak dan Retribusi Daerah 

2. Sekretariat, membawahi : 

A. Sub Bagian Penyusunan Program 

B. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


25 
 

C. Sub Bagian Keuangan 

3. Bidang Pendataan dan Penilaian, membawahi : 

A. Sub Bidan Pendataan dan Penilaian Pajak PBB-P2 

B. Sub Bidang Pendataan dan Penilaian Pajak Daerah Lainnya 

C. Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi 

4. Bidang Pelayanan dan Penetapan, membawahi : 

A. Sub Bidang Pelayanan 

B. Sub Bidang Penetapan 

C. Sub Bidang Dokumentasi 

5. Bidang Penagihan Pajak Daerah, membawahi : 

A. Sub Bidang Penagihan 

B. Sub Bidang Pembinaan dan Sosialisasi 

C. Sub Bidang Keberatan dan Banding 

6. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional, membawahi : 

A. Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan 

B. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi 

C. Sub Bidang Pelaporan 

D. UPT Badan 

E. Kelompok Jabatan Fungsional 
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3.2 Struktur Organisasi 

 

Gambar 3.2 Struktur Organisasi Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten 

Lumajang 

(Sumber : Peraturan Bupati Lumajang Nomor 85 Tahun 2016) 

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten 

Lumajang, berdasarkan peraturan Bupati LumajangNomor 85 Tahun 2016 tentang 

Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah pada 

bagian kesatu pasal 4 adalah sebagai berikut : 
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1. Kepala Badan : 

Bertugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah dibidang keuangan. 

 

2. Sekretariat  : 

Bertugas untuk merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan 

mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum dan 

kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administratif dan 

fungsional kepada semua unsure di lingkungan Badan Pajak dan Retribusi 

Daerah berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala 

Badan. 

 

3. Sub Bagian Penyusunan Program : 

Bertugas untuk menyusun rencana program kerja Sub Bagian Penyusunan 

Program; menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan 

program; melaksanakan pengolahan data program, kegiatan dan anggaran; 

melaksanakan penyusunan perencanaan program/kegiatan Badan; melakukan 

penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran; 

melakukan penyusunan laporan perencanaan dan kinerja; menyiapkan bahan 

penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang-undangan; 

melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Sekretaris; dan 

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. 

 

4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian : 

Bertugas untuk menyusun rencana program kerja Sub Bagian Umum dan 

Kepegawaian; melakukan administrasi kepegawaian; melakukan penyusunan 

Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang 

Unit (RPBU); melakukan penatausahaan barang milik daerah; melakukan 

pengelolaan pengadaan dan inventarisasi barang inventaris; melakukan 

urusan kebersihan ketertiban dan keamanan; melakukan pemeliharaan dan 
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pengadaan sarana prasarana; melakukan urusan kerja sama, hubungan 

masyarakat dan protokol. 

 

5. Sub Bagian Keuangan : 

Melakukan penyusunan rencana kerja Sub Bagian Keuangan; melaksanakan 

penatausahaan keuangan; melaksanakan pemungutan retribusi daerah; 

melakukan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen 

keuangan; melakukan penyusunan laporan keuangan LRA, Neraca dan lain-

lain; melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan 

dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi; melakukan 

penyusunan laporan kegiatan Sub Bagian Keuangan; memberikan saran dan 

pertimbangan kepada Sekretaris; dan melaksanakan tugas-tugas lain yang 

diberikan oleh Sekretaris. 

 

6. Bidang Pendataan dan Penilaian : 

Bertugas untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengkoordinasikan 

kegiatan pendataan dan penilaian pajak daerah. 

 

7. Sub Bidang Pendaaan dan Penilaian Pajak PBB-P2 : 

Bertugas untuk menyusun rencana kerja dan anggaran Sub Bidang Pendataan 

dan Penilaian Pajak PBB-P2; melaksanakan kegiatan pendataan dan/atau 

penilaian terhadap subyek dan obyek PBB-P2; membuat dan memutakhirkan 

peta digital dan peta blok; merekomendasikan penetapan Blok dan Nomor 

Obyek Pajak; melaksanakan pendataan harga pasar wajar tanah; 

melaksanakan pendataan dan penilaian daftar biaya komponen bangunan; 

menyusun laporan hasil pendanil obyek PBB-P2; menyusun dan 

mengusulkan Nilai Indeks Rata-Rata dan Zona Nilai Tanah; melaksanakan 

kegiatan Verifikasi Lapangan Obyek PBB-P2; melaksanakan penelitian dan 

verifikasi lapangan atas pengajuan pendaftaran, perubahan data, dan/atau 

penghapus PBB-P2; membuat laporan Coverage Area yang telah dilakukan 

pendataan dlaam rangka menyusun Analisa Skala Ratio atau Rasio Penilaian; 
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memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Pendataan dan 

Penilaian; dan melaksankan tugas-tugas lai yang diberikan oleh Kepala 

Bidang Pendataan dan Penilaian. 

 

8. Sub Bidang Pendataan dan Penilaian Pajak Daerah : 

Bertugas untuk menyusun rencana kerja dan anggaran Sub Bidang Pendataan 

dan Penilaian Pajak Daerah Lainnya; melaksanakan kegiatan pendataan 

terhadap subjek dan objek pajak daerah lainnya; memelihara dan 

memutakhirkan data subyek dan obyek pajak daerah lainnya; menyusun 

laporan hasil pendataan subyek dan obyek pajak daerah lainnya; 

melaksanakan penelitian, verifikasi lapangan dan validasi atas transaksi 

BPHTB; memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang 

Pendataan dan Penilaian; dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan 

oleh Kepala Bidang Pendataan dan Penilaian. 

 

9. Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi : 

Bertugas untuk menyusun rencana kerja dan anggaran Sub Bidang 

Pengolahan Data dan Informasi; melaksanakan pengembangan system 

informasi pengolahan pajak daerah; melaksanakan pemeliharaan basis data 

pajak daerah; menertibkan surat keterangan Nilai Jual Obyek Pajak; 

menerbitkan surat keputusan pembetulan, penundaan pembayaran, 

penghapusan, pembatalan, pembebasan, keberatan, pengurangan, dan 

angsuran pajak daerah; merencanakan dan melaksanakan pencetakan Surat 

Pemberitahuan Pajak Terutang PBB-P2; menyajikan data informasi pajak 

daerah; memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan 

yang perlu diambil kepada Kepala Bidang Pengolahan Data dan Informasi; 

dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendataan 

dan Penilaian. 
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10. Bidang Pelayanan dan Penetapan : 

Bertugas untuk merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan 

kegiatan pelayanan dan penetapan pajak daerah. 

 

11. Sub Bidang Pelayanan : 

Bertugas untuk menyusun rencana kerja dan anggaran Sub Bidang Pelayanan; 

menerima, meneliti dan menindaklanjuti berkas permohonan/pengajuan 

pelayanan pajak daerah meliputi pendaftaran, mutasi, penyampaian Surat 

Pemberitahuan Pajak Daerah, keberatan, pengurangan, penonaktifan, 

pembatalan, sengketa pajak dan pembayaran wajib pajak dan pelayanan 

lainnya; melaksanakan penatausahaan dokumen pelayanan pajak daerah; 

mencetak salinan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Keputusan Nilai 

Jual Obyek Pajak, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Tagihan Pajak Daerah 

dalam situasi Wajib Pajak membutuhkan pelayanan Cepat; mengawasi dan 

mengendalikan jangka waktu penyelesaian pengajuan Wajib Pajak 

berdasarakan Standar Operasional Prosedur yang ada;memberikan saran dan 

pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada 

Kepala Bidang Pelayanan dan Penetapan; dan melaksanakan tugas-tugas lain 

yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Penetapan. 

 

12. Sub Bidang Penetapan : 

Bertugas untuk menyusun rencana kerja dan anggaran Sub Bidan Penetapan; 

meneliti data, menghitung dan menetapkan pajak daerah; melaksanakan 

penerbitan surat ketetapan pajak daerah; memverifikasi dan mendistribusikan 

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB-P2; menetapkan besaran atas 

permohonan pembebasan pajak, kompensasi, penundaan pembayaran dan 

angsuran; menetapkan surat keputusan atas permohonan pemberulan, 

pengurangan, keberatan, pembatalan dan kelebihan pembayaran pajak daerah; 

membuat laporan hasil penetapan; memberikan saran dan pertimbangan 

mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepad Kepala Bidang 
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Pelayanan dan Penetapan; dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan 

oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Penetapan. 

 

13. Sub Bidang Dokumentasi : 

Bertugas menyusun rencana kerja dan anggaran Sub Bidang Dokumentasi; 

melaksanakan penatausahaan arsip pengajuan dari subyek pajak yang 

berkaitan dengan pendaftaran, pemuktahiran dan mutasi pajak daerah; 

melaksanakan penatausahaan Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen-

dokumen yang dapat dipersamakan dengan SKPD; menyimpan laporan dan 

dokumen-dokumen pajak daerah; mendokumentasikan regulasi perpajakan 

dan retribusi daerah; memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah 

dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang Pelayanan dan 

Penetapan; dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang Pelayanan dan Penetapan. 

 

14. Bidang Penagihan Pajak Daerah : 

Bertugas untuk merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan 

kegiatan penagihan pajak daerah. 

 

15. Sub Bidang Penagihan : 

Bertugas untuk mentusun rencana kerja dan anggaran Sub Bidang Penagihan; 

menyusun dan merumuskan kebijakan teknis dalam penagihan pajak daerah; 

melaksanakan penagihan pajak daerah; menerbitkan surat tagihan pajak 

daerah dalam rangka penagihan pajak daerah secara pasif maupun aktif; 

melaksanakan monitoring dan pengawasan atas tunggakan pajak daerah; 

memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang 

perlu diambil kepada Kepala Bidang Penagihan Pajak Daerah; dan 

melaksanakan tugas-tugas lain ynag diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan 

Pajak Daerah. 
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16. Sub Bidang Pembinaan dan Sosialisasi : 

Bertugas untuk menyusun rencana kerja dan anggaran Sub Bidang Pembinaan 

dan Sosialisasi; menindaklanjuti atas pengaduan terhadap permasalahan 

pemungutan pajak daerah; melaksanakan publikasi pajak daerah; 

melaksanakan pembinaan dalam bentuk sosialisasi, bimbingan teknis, 

workshop, seminar dan sejenisnya; memberikan saran dan pertimbangan 

mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang 

Penagihan Pajak Daerah; dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan 

oleh Kepala Bidang Penagihan Pajak Derah. 

 

17. Sub Bidang Keberatan dan Banding : 

Bertugas untuk menyusun rencana kerja dan anggaran Sub Bidang Keberatan 

dan Banding; melaksanakan penelitian administrasi dan verifikasi lapangan 

atas pengajuan permohonan pembetulan, pengurangan, keberatan, pembatalan 

dan kelebihan penbayaran pajak daerah; melaksanakan penelitian administrasi 

dan verifikasi lapangan terhadap permohonan pembebasan pajak, 

kompensasi, penundaan pembayaran dan angsuran; melaksanakan proses 

pengajuan, pengurangan/penghapusan sanksi administrasi; meneruskan 

permohonan banding yang diajukan oleh Wajib Pajak ke pengadilan pajak; 

membuat laporan rutin jumlah atas permohonan pembetulan, pengurangan, 

keberatan, pembatalan dan kelebihan pembayaran pajak daerah; mengarsip 

dokumen surat keputusan atas permohonan pembetulan, pengurangan, 

keberatan, pembatalan dan kelebihan pembayaran pajak daerah; memberikan 

saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Penagihan Pajak Daerah; dan 

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan 

Pajak Daerah. 

 

18. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional : 

Bertugas untuk merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan 

kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Operasional Pajak dan Retribusi 

Daerah. 
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19. Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan : 

Bertugas untuk menyusun rencan kerja dan anggaran Sub Bidang 

Perencanaan dan Pengembangan; merencanakan dan mengembangkan 

potensi pajak daerah dan retribusi daerah; menyiapkan bahan penyusunan 

target penerimaan pajak dan retribusi daerah, menginventarisir dan penyiapan 

bahan evaluasi regulasi pemungutan pajak daerah; menyusun regulasi 

pemungutan pajak daerah; memberikan saran dan pertimbangan mengenai 

langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang Penagihan 

Pajak Daerah; melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala 

Bidang Penagihan Pajak Daerah. 

 

20. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi : 

Bertugas untuk menyusun rencana kerja dan anggaran Sub Bidang 

Monitoring dan Evaluasi; melaksanakan monitoring dan pengawasan atas 

realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah; melaksanakan koordinasi 

dengan instansi terkait dalam rangka penerbitan pemungutan pajak dan 

retribusi daerah; melaksanakan monitoring pelaksanaan sistem pengendalian 

internal terkait pemungutan pajak dan retribusi daerah; melaksanakan 

evaluasi realisasi penerimaan dan piutang pajak dan retribusi daerah; 

melaporkan dan merekomendasikan hasil pemantauan dan pengawasan; 

melaksanakan evaluasi dan penilaian atas kepatuhan Wajib Pajak; 

memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang 

perlu diambil kepada Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian 

Operasional; dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional. 

 

21. Sub Bidang Pelaporan : 

Bertugas untuk menyusun rencana kerja dan anggaran Sub Bidang Pelaporan; 

melaksanakan verifikasi dan rekonsiliasi penerimaan pajak daerah dengan 

bank persepsi; merekonsiliasi laporan penerimaan retribusi daerah dengan 

pengelola benda berharga; melaporkan realisasi penerimaan pajak daerah 
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Bulanan, Tribulan, Semester dan Tahunan; melaksanakan penatausahaan 

penerimaan Surat Setoran Pajka Daerah; menyusun laporan penerimaan dan 

piutang pajak daerah dan retribusi daerah secara berkala; memberikan saran 

dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada 

Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional; dan 

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Perencanaan dan Pengendalian Operasional. 

 

22. UPT : 

Unsur pelaksana teknis opersional Badan Pajak dan Retribusi Daerah.UPT 

dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab 

kepada Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah.Fungsinya untuk 

pelaksanaan tugas Badan Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan bidang 

operasionalnya dan pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional. 

3.3 Kegiatan Pokok Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten 

Lumajang 

 Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang merupakan 

lembaga penunjang urusan pemerintah daerah dibidang keuangan,  

3.4 Kegiatan Bagian yang Dipilih 

 Kegiatan pengelolaan barang alat tulis kantor merupakan salah satu bagian 

terpenting dalam kegiatan yang ada di Badan Pajak dan Retribusi Daerah 

Kabupaten Lumajang yang bertujuan sebagai proses yang sangat mendukung bagi 

kegiatan operasional perusahaan . 

3.5 Visi dan Misi 

3.5.1 Visi 

 Visi adalah cara pandang kedepan yang didalamnya mencerminkan apa 

yang ingin dicapai dan kemana organisasi akan diarahkan, sehingga pada 

gilirannya Badan Pajak dan Reribusi Daerah dapat menjadi dinamitor dan 
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ekselerator pelaksanaan tugas pembangunan dari pemerintah di bidang Pajak dan 

Retribusi Daerah. Visi Badan Pajak dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut : 

 “Terwujudnya pelayanan prima dalam pengelolaan pendapatan daerah 

yang professional, transparan, dan akuntabel berbasis teknologi”. 

3.5.2 Misi 

 Misi merupakan suatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi 

dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan visi yang ditetapkan, oleh karena 

itu Badan Pajak dan Retribusi Daerah menerapkan misi sebagai berikut : 

1. Meningkatkan kinerja aparatur dan kualitas pelayanan. 

2. Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah. 

3. Menyelenggarakan pemungutan pendapatan daerah dengan 

profesionalisme dan transparan. 

4. Menyelenggarakan pengelolaan pendapatan daerah yang terarah, 

terkoordinasi, dan terkendali serta akuntabel. 

5. Meningkatkan pengelolaan pendapatan daerah berbasis teknologi. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 Dari hasil selama proses kegiatan Praktek Kerja Nyata pada Badan Pajak 

dan Retribusi Daerah ± 1 bulan, penulis dapat menyimpulkan: 

1. Prosedur yang terkaitdalamPengadaanBarang ATK 

a. Prosedur Pemesanan 

KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) menyusun KAK dan menyerahkan 

KAK (Kerangka Acuan Kerja) kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk 

menyusun HPS (Harga Perkiraan Sendiri) jika pengadaan lebih dari 200 

juta rupiah maka akan dilakukan proses lelang. Selanjutnya membuat 

RAB untuk mengambil penawaran nilai terendah dari para penyedia 

barang dan memberikan undangan kepada penyedia barang.Setelah itu, 

PPK membuat BA Pengadaan Barang yang kemudian diberikan kepada 

Pejabat Pengadaan untuk ditandatangani ke Penyedia Barang. 

b. Prosedur Penerimaan Barang 

Setelah penyedia barang menandatangani SPK, penyedia barang membuat 

surat pesanan untuk diberikan ke PPHP. Setelah PPHP menerima surat 

pesanan, maka PPHP akan membuat BA penyerahan barang sebanyak 3 

rangkap. Selanjutnya, pengurus persediaan barang akan membuat BA 

penerimaan barang dan kemudian barang yang telah diterima disimpan 

dan ditata untuk diberikan kepada bidang/UPT. 

c. Prosedur Pembayaran 

Bendahara pengeluaran membuat SPP LS (Surat Permintaan Pembayaran 

Langsung) untuk permintaan pembayaran SPM LS (Surat Perintah 

Membayar Langsung).Bendahara pengeluaran mengumpulkan dokumen-

dokumen yang dibutuhkan dan yang terkait untuk pembayaran 

langsung.SPM LS yang sudah diotorisasi oleh Penggunan Anggaran 
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selanjutnya diajukan pada BPKD untuk mengeluarkan SP2D (Surat 

Perintah Pencairan Dana).Pembayaran dilakukan BPKD langsung kepada 

rekanan beserta barang. 

2. Kegiatan yang dilakukan selama Praktek Kerja Nyata 

a. Membantu Sub Bidang Sekretariat 

b. Membantu Sub Bidang Umum dan Kepegawaian 

3. Selama kegiatan Praktek Kerja Nyata yang dilakukan penulis 

mengidentifikasi masalah diantaranya adalah kurang tepat waktunya atau 

keterlambatan barang datang yang sudah dipesan oleh Badan Pajak dan 

Retribusi Daerah kabupaten Lumajang. Sehingga harus menghemat 

penggunaan atau membatasi pengambilan kebutuhan barang setiap Sub 

Bidang seperti kertas HVS F4 yang sangat penting sekali dalam kegiatan 

operasional perusahaan. Adapun solusi yang diberikan penulis sebagai 

alternatif adalah dengan memesan barang yang paling terpenting atau barang 

yang mudah habis seperti kertas HVS F4 kepada rekanan/penyedia barang. 

Sehingga jika stok digudang habis penyedia barang/rekanan akan 

mengirimkan barang kepada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten 

Lumajang atau memesan kepada rekanan lain yang stoknya selalu ada dan 

tepat waktu sesuai kontrak yang sudah disetujui bersama. 
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Lampiran 1. Surat Pengembalian Mahasiswa Magang 
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Lampiran 2. Lembar Absensi Praktek Kerja Nyata (PKN) 

 Absen Magang Bulan Maret 
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 Absen Magang Bulan April 
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Lampiran 3. Kartu konsultasi 
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Lampiran 4. Lembar Persetujuan Penyusunan Laporan Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 5. Berita Acara Pemeriksaan Barang 
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Lampiran 6. Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan 
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Lampiran 7. Berita Acara Penerimaan Barang 
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Lampiran 8. Berita Acara Penyerahan Barang 
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Lampiran 9. SPP LS 
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Lampiran 10. SPM LS 
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Lampiran 11. SP2D LS 
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Lampiran 12. Dokumen HPS 
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Lampiran 13. RAB (Rencana Anggaran Biaya) 
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Lampiran 14. Formulir Isian Kualifikasi 
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Lampiran 15. Surat Perintah Pengiriman 
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Lampiran 16. SPK (Surat Perintah Kerja) 

 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


90 
 

Lampiran 17. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 18. Berita Acara Nilai Pembimbing 
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